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 The COVID-19 booster vaccination program is an Indonesian government strategy aimed 
at strengthening community immunity in the post-pandemic period. However, the 
achievement of vaccination targets in several regions, including North Sulawesi Province, 
has not yet reached the expected level. This study aimed to assess the effectiveness of the 
booster vaccination policy by examining public health data and the perspectives of key 
stakeholders. A descriptive qualitative approach was employed, involving eight key 
informants consisting of health office officials, primary health center heads, program 
managers, and vaccine recipients. Data were collected through in-depth interviews and 
observations, then analyzed using the Miles and Huberman model. The results showed that 
booster vaccination coverage in Manado City reached only 46.2%, far below the target of 
80% required to achieve herd immunity. The low coverage rate was influenced by public 
perceptions that COVID-19 had already been controlled and by logistical challenges in 
vaccine distribution. Nevertheless, most informants considered the booster dose to be 
essential as a specific protection to maintain immune resilience. These findings are 
consistent with previous studies emphasizing the importance of effective communication, 
equitable distribution, and sustained policy support. In conclusion, the implementation of 
the booster vaccination policy in North Sulawesi has been carried out but remains 
ineffective. Strengthening public education, ensuring equitable access to vaccines, and 
enhancing the monitoring system are crucial to improving program performance. 

Keywords: Health policy, Booster vaccination, COVID-19, North Sulawesi  
 Program vaksinasi booster COVID-19 merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk 

memperkuat kekebalan masyarakat pasca pandemi. Meski demikian, capaian target di 
berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, belum optimal. Penelitian ini 
bertujuan menilai efektivitas kebijakan vaksinasi booster dengan menelaah data 
kesehatan masyarakat serta perspektif pemangku kepentingan. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan delapan informan kunci, terdiri 
atas pejabat dinas kesehatan, kepala puskesmas, pemegang program, dan masyarakat 
penerima vaksin. Data diperoleh melalui wawancara mendalam serta observasi, 
kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan cakupan 
vaksinasi booster di Kota Manado baru mencapai 46,2%, jauh di bawah target 80% 
untuk pembentukan herd immunity. Rendahnya capaian dipengaruhi oleh persepsi 
masyarakat yang menganggap COVID-19 sudah terkendali serta hambatan distribusi 
vaksin. Namun, sebagian besar informan menilai booster tetap penting sebagai proteksi 
spesifik untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Temuan ini konsisten dengan studi 
terdahulu yang menekankan pentingnya komunikasi, distribusi merata, dan dukungan 
kebijakan berkelanjutan. Kesimpulannya, implementasi vaksinasi booster di Sulawesi 
Utara berjalan, tetapi belum efektif. Peningkatan edukasi publik, pemerataan akses 
vaksin, serta penguatan sistem monitoring sangat dibutuhkan. 
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PENDAHULUAN  

Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai 

krisis kesehatan global telah menimbulkan dampak multidimensional, tidak hanya terhadap 

sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di 

berbagai negara (WHO, 2022). Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera merancang dan 

mengimplementasikan kebijakan pencegahan yang komprehensif guna memutus rantai 

penularan dan meminimalkan beban penyakit. Selain penanganan medis terhadap pasien 

COVID-19, perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan juga menjadi 

prioritas penting dalam kebijakan kesehatan publik (Mentari, 2023). 

Vaksinasi diakui sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam 

mengendalikan pandemi, menekan angka kesakitan dan kematian, serta membentuk kekebalan 

kelompok (herd immunity) di populasi (Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022). Efektivitas vaksinasi 

tidak hanya ditentukan oleh efikasi biologis vaksin itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat 

penerimaan masyarakat (vaccine acceptance), distribusi yang merata, serta keberhasilan 

kebijakan implementasinya di lapangan (MacDonald, 2023; Mildawati et al., 2024). Dalam 

konteks Indonesia, pemerintah telah mengesahkan penggunaan sepuluh jenis vaksin COVID-19 

dengan mekanisme pemberian yang bervariasi dan meluncurkan kebijakan vaksinasi dosis 

ketiga (booster) sejak awal tahun 2022 untuk memperkuat imunitas masyarakat (Setditjen 

Farmalkes, 2022; Rahayu et al., 2022). 

Meskipun kebijakan tersebut diharapkan dapat memperpanjang efektivitas proteksi 

terhadap infeksi SARS-CoV-2, tantangan signifikan masih dihadapi dalam pelaksanaan 

vaksinasi booster. Hambatan logistik, keterbatasan akses di daerah tertentu, serta munculnya 

keengganan masyarakat (vaccine hesitancy) menjadi faktor yang menurunkan capaian 

vaksinasi (Khairuddin et al., 2023). Di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, cakupan vaksinasi 

dosis lanjutan tercatat mencapai 128,7% dari sasaran administratif, namun angka ini belum 

cukup untuk menjamin terbentuknya herd immunity karena distribusi penerima booster tidak 

merata di seluruh wilayah (Fajri, 2022). Hingga Januari 2022, tercatat 34.750 kasus COVID-19 

dan 1.046 kematian di provinsi tersebut, menunjukkan bahwa peningkatan cakupan vaksinasi 

belum sepenuhnya sejalan dengan penurunan kasus baru. 

Kota Manado, dengan jumlah penduduk 476.910 jiwa, menjadi salah satu fokus utama 

implementasi vaksinasi booster di Sulawesi Utara. Meskipun dukungan regulasi dan logistik 

dari pemerintah daerah telah tersedia, capaian vaksinasi booster di Kota Manado masih belum 

optimal (Oktary & As’ari, 2022). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

efektivitas kebijakan vaksinasi sangat dipengaruhi oleh faktor penerimaan masyarakat, 

kepercayaan terhadap otoritas kesehatan, serta efektivitas koordinasi lintas sektor dalam 

pelaksanaannya (Nasir et al., 2021; Lazarus et al., 2021). Namun, kajian yang secara spesifik 

mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan vaksinasi booster pasca pandemi di tingkat 

daerah masih terbatas, terutama dalam konteks sistem kesehatan daerah yang memiliki 

karakteristik sosial dan institusional berbeda. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan 

vaksinasi booster COVID-19 di Kota Manado dengan menyoroti peran Dinas Kesehatan serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pemahaman empiris mengenai dinamika kebijakan vaksinasi 
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di tingkat lokal, serta menjadi dasar perumusan strategi peningkatan cakupan vaksinasi di 

masa pascapandemi. 

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi dan persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan vaksinasi booster COVID-19 pascapandemi di Sulawesi Utara, Indonesia. Penelitian 

ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Manado antara April dan September 2024. Lokasi ini 

dipilih secara sengaja karena berfungsi sebagai lembaga koordinasi utama untuk program 

vaksinasi regional dan mewakili manajemen vaksinasi perkotaan di provinsi tersebut. 

Delapan partisipan direkrut melalui purposive sampling berdasarkan relevansi dan 

pengalaman mereka dalam program vaksinasi. Partisipan terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan 

Kota, koordinator program imunisasi, seorang kepala puskesmas, dan empat anggota 

masyarakat penerima vaksin booster. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan saturasi data, di 

mana tidak ada informasi baru yang muncul selama wawancara selanjutnya. Kriteria inklusi 

mencakup individu yang terlibat langsung dalam atau terdampak oleh kebijakan vaksinasi 

booster, sementara kriteria eksklusi mencakup mereka yang tidak berpartisipasi aktif dalam 

proses vaksinasi selama periode penelitian.  

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, yang didukung 

oleh catatan lapangan dan observasi langsung. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen 

resmi Dinas Kesehatan, termasuk pedoman kebijakan, laporan vaksinasi, dan ringkasan rapat. 

Peneliti berperan sebagai instrumen utama (instrumen manusia), dibantu oleh panduan 

wawancara, daftar periksa, perekam, dan kamera untuk dokumentasi. Data dianalisis 

menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengkodean dilakukan secara induktif 

untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dan relevan dengan tujuan penelitian. 

Kredibilitas data dipastikan melalui triangulasi metodologis, yaitu membandingkan temuan 

wawancara dengan tinjauan dokumen dan data observasi. Validasi tambahan dicapai melalui 

pengecekan anggota dengan informan kunci untuk memastikan keakuratan temuan yang 

diinterpretasikan. 

Semua temuan disajikan secara naratif untuk memberikan deskripsi komprehensif 

tentang pola dan makna yang teridentifikasi dalam data. Persetujuan etik telah diperoleh dari 

dewan peninjau institusi terkait sebelum pengumpulan data, dan semua partisipan 

memberikan persetujuan sebelum berpartisipasi. 

 

HASIL  

Capaian Implementasi Kebijakan Vaksinasi Booster Pasca Pandemi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi booster 

COVID-19 di Kota Manado belum mencapai target cakupan yang ditetapkan oleh pemerintah, 

yakni 80%. Berdasarkan keterangan informan dari Dinas Kesehatan, capaian vaksinasi 

booster baru mencapai sekitar 46,2%. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan minat 

masyarakat setelah pandemi dinilai terkendali dan persepsi risiko terhadap COVID-19 

menurun. Seorang informan menyebutkan:  
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“Kalo booster belum, kita belum mencapai target sampai 80 persen, seingat kita Kota Manado 
hanya sampai di angka 40-an persen. Nah itu juga semata-mata karena menurunnya 

keinginan masyarakat ketika melihat bahwa penyebaran COVID-19 lebih terkendali” (J1). 

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh informan lain bahwa sebagian masyarakat 

merasa tidak lagi memerlukan vaksinasi tambahan karena telah terbiasa dengan situasi pasca 

pandemi (J3). 

Selain faktor persepsi risiko, aspek administratif dan kesadaran kesehatan juga 

memengaruhi partisipasi masyarakat. Beberapa informan masyarakat mengaku telah 

menerima vaksinasi booster, tetapi motivasinya lebih bersifat fungsional, seperti kebutuhan 

perjalanan atau kepentingan pekerjaan. Misalnya, seorang warga menyatakan: 

“Sudah noh. Kalo nda ba vaksin nembole mo terbang-terbang dae pesawat” (J8). 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melakukan vaksinasi bukan semata 

karena kesadaran kesehatan, tetapi lebih karena kebutuhan administratif. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan vaksinasi booster tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan layanan dan instruksi pemerintah, tetapi juga oleh persepsi 

risiko, motivasi personal, dan konteks sosial masyarakat pasca pandemi. Rendahnya capaian 

vaksinasi menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan penerimaan 

masyarakat, yang menegaskan pentingnya strategi komunikasi risiko dan edukasi 

berkelanjutan dalam program kesehatan masyarakat setelah pandemi. 

Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Kebijakan Vaksinasi Booster 

Dari hasil wawancara, seluruh pemangku kepentingan, baik dari Dinas Kesehatan, 

tenaga kesehatan puskesmas, maupun masyarakat, umumnya memiliki pandangan positif 

terhadap kebijakan vaksinasi booster. Mereka menganggap vaksinasi merupakan langkah 

preventif primer yang penting untuk menjaga imunitas dan mencegah gelombang penularan 

baru. Seorang informan dari Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa:  

“Secara sains, untuk mencegah masalah kesehatan ada yang disebut pencegahan primer. 
Salah satu bentuknya adalah pemberian vaksinasi, karena ini metode efektif untuk menekan 

penyebaran kembali COVID-19 setelah masa pandemi” (J1). 

Pemangku kebijakan di tingkat lapangan juga menekankan pentingnya percepatan 

cakupan vaksinasi seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Manado. Namun 

demikian, mereka mengakui masih adanya kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh 

kampanye negatif di media sosial. Seorang kepala puskesmas menuturkan, “Ada penerimaan 

yang cukup baik pada masyarakat berpendidikan, tapi masih ada juga yang mudah terhasut 

oleh kampanye negatif di medsos, sehingga tetap menolak vaksinasi” (J2). 

Dari sisi tenaga kesehatan, vaksinasi booster dianggap sebagai konsekuensi ilmiah 

terhadap dinamika mutasi virus COVID-19. Informan menjelaskan bahwa vaksinasi dosis 

ketiga diperlukan karena kekebalan buatan dari vaksin tidak bersifat permanen.  

“Kekebalan antibody yang terbentuk lewat vaksin menurun setelah enam bulan, jadi 
diperlukan booster untuk memperkuat imunitas,” (J1). 

Pernyataan ini mempertegas pemahaman ilmiah bahwa pemberian booster adalah 

bagian dari adaptasi kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy). 
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Sementara itu, masyarakat umumnya menerima kebijakan vaksinasi booster dengan 

baik, meskipun sebagian besar masih memahami vaksinasi sebagai kewajiban administratif. 

“Kita setuju dengan aturan baru booster, apalagi bagi PNS harus vaksin sampai tiga kali, 
supaya menambah imun tubuh,” (J6). 

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi lebih 

bersifat pragmatis dibandingkan ideologis atau berbasis kesadaran risiko kesehatan. 

Perspektif para pemangku kepentingan memperlihatkan adanya konsistensi 

pemahaman bahwa vaksinasi booster merupakan kebijakan kesehatan yang penting dan 

relevan. Namun, kesenjangan antara komitmen kebijakan dan perilaku masyarakat 

menunjukkan perlunya penguatan dimensi sosial dari kebijakan publik, khususnya dalam 

membangun kembali kepercayaan dan literasi kesehatan pasca pandemi. Temuan ini 

menegaskan bahwa efektivitas kebijakan vaksinasi tidak hanya bergantung pada aspek medis, 

tetapi juga pada strategi komunikasi, partisipasi sosial, dan dukungan lintas sektor di tingkat 

lokal. 

 

PEMBAHASAN  

Capaian vaksinasi booster di Kota Manado yang hanya mencapai 46,2% dari target 80% 

menunjukkan adanya kendala dalam pencapaian herd immunity pasca pandemi. Sejumlah 

informan, baik dari dinas kesehatan maupun masyarakat, menjelaskan bahwa rendahnya 

tingkat vaksinasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang merasa bahwa COVID-19 sudah 

terkendali, serta berkurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster. Hal ini 

sejalan dengan temuan penelitian oleh (Irma et al., 2024) dan (Damayanti et al., 2023),  Yang 

menyatakan bahwa keengganan untuk divaksin dapat dipengaruhi oleh persepsi bahwa 

pandemi sudah berakhir. Selain itu, penurunan minat ini juga dipengaruhi oleh informasi yang 

tidak merata dan kurangnya komunikasi publik yang efektif dari pemerintah mengenai 

pentingnya vaksin booster (Gunawan & Toni, 2022).  

Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, sebagian besar informan menunjukkan 

bahwa ketidaktercapainya target vaksinasi booster disebabkan oleh faktor psikologis dan 

sosial masyarakat. (Tarisa, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian oleh (Aldisa & Maulana, 

2022), yang menyebutkan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat 

menjadi hambatan utama dalam pencapaian vaksinasi. Meskipun demikian, beberapa informan 

juga mengakui bahwa meskipun masih ada keraguan masyarakat, sebagian besar sudah 

mengikuti vaksinasi booster, terutama bagi mereka yang membutuhkan vaksinasi untuk 

kebutuhan administratif seperti perjalanan internasional. Namun, hal ini bertentangan dengan 

penelitian lain oleh (Oktary & As’ari, 2022), yang menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi 

akan lebih efektif jika didukung dengan partisipasi aktif masyarakat dan kebijakan yang lebih 

inklusif serta merata. 

Peran Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi booster sangat 

penting. Meskipun ada kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan, mereka tetap 

berusaha mendekati sasaran melalui distribusi vaksin yang lebih luas (Hardt et al., 2016). 

Namun, efektivitas kebijakan ini seharusnya lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat 

dalam setiap tahapan distribusi dan edukasi vaksinasi (Weintraub et al., 2021), seperti yang 

diungkapkan dalam buku oleh (R Hapsara Habib Rachmat, 2018), yang menunjukkan bahwa 
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pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan kebijakan kesehatan. 

Keberhasilan program vaksinasi booster akan bergantung pada kedekatan dan dukungan aktif 

antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. 

Sebagian besar informan mendukung kebijakan vaksinasi booster sebagai langkah 

pencegahan yang efektif untuk mengurangi penularan COVID-19 (Wong et al., 2023). Sebagai 

contoh, informan dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi adalah metode 

pencegahan primer yang efektif untuk menjaga masyarakat dari resiko infeksi COVID-19 pasca 

pandemi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa vaksinasi berfungsi untuk 

menurunkan angka infeksi dan memperkuat kekebalan individu serta komunitas. Penurunan 

kekebalan tubuh setelah enam bulan juga menjadi alasan bagi kebijakan vaksinasi dosis ketiga 

(Wu et al., 2022). 

Meskipun banyak informan yang menyetujui vaksinasi booster, ada tantangan signifikan 

yang perlu diatasi. Beberapa masyarakat masih terpengaruh oleh kampanye negatif di media 

sosial yang meragukan keefektifan vaksinasi (Wilson & Wiysonge, 2020). Hal ini sejalan dengan 

temuan (Oktary & As’ari, 2022) yang menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam 

pencapaian target vaksinasi adalah informasi yang menyesatkan yang beredar di masyarakat 

(Rezeki et al., 2023). Meskipun cakupan vaksinasi tinggi di beberapa wilayah, masih ada 

individu yang menolak vaksinasi, terutama di komunitas dengan tingkat pendidikan yang lebih 

rendah atau mereka yang mudah dipengaruhi oleh berita palsu (Kuatewo et al., 2025). Oleh 

karena itu, meskipun kebijakan vaksinasi booster dianggap penting, masih ada ketidakpastian 

di tingkat masyarakat mengenai manfaat jangka panjangnya (Paul & Fancourt, 2022) 

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan 

realisasi di lapangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Bond & Nolan, 2011) yang 

menyatakan bahwa meskipun vaksinasi merupakan strategi efektif, penerimaan masyarakat 

bergantung pada persepsi risiko dan kepercayaan terhadap kebijakan. Persepsi positif 

pemangku kepentingan menunjukkan dukungan struktural terhadap program (Dhaliwal et al., 

2021),  Namun, capaian yang rendah menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang 

lebih intensif sebagaimana disarankan oleh WHO (2021) tentang pentingnya edukasi untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin (Kisa & Kisa, 2024). Selain itu, 

hambatan logistik seperti distribusi vaksin masih menjadi masalah klasik dalam implementasi 

kebijakan kesehatan di daerah kepulauan (Enayati et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan 

bahwa efektivitas kebijakan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sistem dalam 

mengelola sumber daya dan distribusi layanan (Mills et al., 2011) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan vaksinasi booster pascapandemi 

telah diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal 

karena target cakupan belum tercapai. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku 

kepentingan dan masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pentingnya vaksinasi booster 

untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun demikian, partisipasi masyarakat relatif 

rendah akibat menurunnya persepsi risiko terhadap COVID-19 serta adanya hambatan logistik 

dalam distribusi vaksin. 

Untuk meningkatkan efektivitas program vaksinasi booster, pemerintah perlu 

memperkuat kampanye edukasi publik berbasis bukti guna meningkatkan literasi kesehatan 
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masyarakat. Selain itu, sistem distribusi vaksin harus diperluas agar lebih merata, termasuk di 

wilayah terpencil. Mekanisme pemantauan dan evaluasi juga perlu diperkuat guna menjamin 

keberlanjutan program, sementara kolaborasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat dan 

organisasi lokal perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan serta membangun 

kepercayaan publik. 
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